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Menimbane 

a bahwa untuk metrtberikan jaminan teknis kendaraan bermotor terhadap 
keselamatan orang dan atau barang. kelestarian lingkungan serta 
ketertiban dan kelancaran lalu hnlas jalan. telah ditetapkan Peraluran 
Daerah Kabupaten Ciamis Nornor 6 Tahun 2001, tcntang 
Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didalamnya 
mengatur Retnbusi Pengujian Kendaraan Bermotor , 

b bahwa untuk memungut retnbusi sebagaimana dimaksud pada huruf a 
perlu diatur dengan Peraturan Daerah 
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Mengmgat : 

1 Uridang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemenntahan 
Kabupaten dalarn Limrkunuan Jawa Barat (Berita Neeara iahun 
1950); 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980. tentang Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3186s; 

3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. tentang Hukum Aeara Pidana 
(Lembaran Negara Iahun log! Nomor 76. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3209). 

I Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 1992, tentang Lalu Ltntas dan 
Angkulan Jalan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3478}. 

5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajaT Daerah dan 
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara iahun 1^97 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ). yang telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997. tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah ; 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 
T ambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. tentang Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839}; 
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16 Pcraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomui 2 Tahun 200). temantt 
Perangkat Daerah . 

17 Pcraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 200] tenianu 
Penyidik Pegawai Negen Sipit ; 

18 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001. tentang 
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Dengan pcrsctujuan 

D E W AN P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H 
K A B U P A T E N C I A M I S 

M F M I T I S K A N : 

Menelapkan 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N C I A M I S T E N T A N G 
R E T R 1 B T S I P E N G U J I A N K E N D A R A A N B E R M O T O R . 

B A B 1 

K E T E N T l AN I M l M 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Daerah mi yang dimaksud dengan 

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ; 

b. Pemerintah Daerah adalah Bupatt beserta Perangkat Daerah Otonom 
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 

c. Bupatt adalah Bupati Ciamis : 
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d Pejabat ada'ah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retnbusi 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang 
berlaku 

e Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. badan usaha milik 
negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan. 
perkumpulan, firma. kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, dana pensiun. bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
usaha lainnya: 

f. Retribusi Jasa Umum adalah retnbusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemenntah Daerah untuk tujuan kepentmgan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ; 

g Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 
retnbusi adalah pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan 
Bermotor sesuai dengan perturan peamdang-undangan yang berlaku 
yang disclenggarakan oleh Pemenntah Daerah . 

h Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan 
oleh Pemenntah Daerah atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar 
kendaraan selalu dalam keadaaan laik jalan; 

i . Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau 
kcreta lempeian yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor, 

j Kendaraan Wajib Up adalah setiap kendaraan yang berdasarkan 
perturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk 
menentukan kelaikan jalan. yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, 
mobii barang. kendaraan khusus. kereta gandengan dan kereta ternpelan 
yang dioperasikan di jalan . 
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Kendaraan Umum adalah '-chap kendaraan bermotoi \ang disediakan 
untuk dipergunakan oieh umum dengan dipungut bayaran ; 

Mobsl Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkap; 
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat 
duduk pengemudi. bask dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi, 

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilcngkapi lebih 8 
idelapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi. baik 
r i f t n i \*\ T\ t\\ m m i i o t - i r \ ' i n a t ~ \ ^ r \ a n o r . n a n / x a n n i ' t t V\ri ir-t c t -
s - t ' - J i ^ U l l l l i U - U g J U l l l U a i p t l i v u . £ - i v u . j _ J U i t i t ^ U i l ^ i Y M t e m L ' U £ . i i J t , 

Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, 
mobi! penumpang dan mobil bus ; 

Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dan kendaraan 
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang 
penggunaanma untuk keperluan khusus atau mengangkut barang -
barang khusus ; 

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 
mengangkut barang yang sektruh bebannya ditumpu oleh alat itu 
sendiri dan dirancang untuk dttarsk oieh kendaraan bermotor; 

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 
mengangkut barang yang dirancang untuk ditank dan sebagian 
bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya : 

Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala 
terhadap setiap kendaraan wajib u j i ; 

Buku Uji Berkala adalah Tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku 
berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib u j i ; 
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Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah 
selesai pcrbaikan sesuai dengan yang dipenniahkan penguji akibai tidak 
lulus uji pada saat uji berkala ; 

Tanda Uji adalah Bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji 
dengan hasil baik, berupa tempelan plat alumunittm atau plat kaleng 
yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor; 

Penilaian Teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan 
bermotor untuk mcngetahui kondisi teknik yang hasilnya dinyatakan 
dalam satuan prosentase nilai teknis ; 

kaik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan 
bermotor yang harus dipenuhi agar terjarmn keselamatan dan mencegah 
terjadinya penecmaran udara dan kebisingan hngkungan pada waktu 
dioperasikan di jalan : 

Sural PendaTtaran Obyek Retnbusi Daerah. yang selanjutnya dapat 
dismgkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retnbusi 
untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar 
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan 
perundang-undangan retnbusi daerah : 

Surat Ketetapan Retnbusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terutang , 

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda ; 
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B A B II 

NAM A, O B J E K DAN S U B J E K R E T R I B U S I 

Pasal 2 

Dengan nama Retnbusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi 
scbagai pembayaran atas pclayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pasal3 

Objek Retnbusi adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang 
meiiputi : 
a Mobil Bus . 
b Mobil Penumpang Umum ; 
c Mobil Barang 
d Kendaraan Khusus ; 
e. Kereta Gandengan: 
C Kereta Tempelan '" ' """ 

Pasal4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor 

B A B I I I 

G O L O N G A N R E T R I B U S I 

Pasal5 

Retnbusi Pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retnbusi 
jasa umum. 
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B A B IV 

C A R A M E N G I K I R T 1 N G K A T P E N G G l N A A N J A S A 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekwensi pengujian kendaraan 
bermotor 

B A B V 

P R N S I P DAN S A S A R A N DA I . AM P E N E T A P A N 
S I R E K IT R DAN B E S A R.N Y A TAR1F. 

Pasal 7 

Prinsip dan sasann dalam pcnelapan struktur dan besamnya tarif retribusi 
dimaksudkan untik menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan 
bermotor yang meliputi . biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya 
pcmeriksaan lampu-lampu serta kelengkapan lainnya biaya peralatan 
biaya pengetok&n nomor ujt, biaya pembuatan dan pemasangan tanda 
samping. biaya tanda uji dan biaya segel 

B A B V! 

S T R I J K T I R DAN B E S A R N Y A T A R I F 

Pasal 8 

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut 

!. Setiap pengujian kendaraan bermotor dikenakan pungutan retnbusi ; 

2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor terdin dan biava . 
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a. Administrasi: 
b. Buku U j i : 
c. Tanda tJji. Bam, Kawat dan Segel:, 
d. Pengetokan Nomor Uji dan pengecatan tanda sampmg ; 
e. Uji AsapAJji Emisi Gas Buang ; 
f. Jasa Uji . 

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai 
benkut: 
t * . i c v i ! U l l H Y t l 

b Buku Uji 
c. Tanda Uji, Baut. Kawat dan Sege! 
d. Pengetokan Nomor Uji dan Pengecatan tanda 

sampmg 
e. Uj i Asap/Uji Emisi Gas Buang 
f Jasa Uji : 

Mobil Penumpang 
Mobil Bis barang dengan jumlah berat yang 
dfi/inkan i JBlt 0 s d 5 0 0 0 K g 
500! s/d 8000 Kg 
8001 s/d 15000 Kg 
Lebih 15001 Kg 
Kereta Gandengan, Kereta Tempelan 

g Penggantian Buku Uji yang hilang/rusak 
h. Penggantian Plat Uji yang hilang, rusak, keping 

Terhadap kendaraan yang akan dilaksanakan uji pcnghapusan 
dikenakan biaya pentlaian teknis sebesar : 
- Sepeda Motor Rp. 10.000,-
- Mobil Penumpang Rp. 20.000,-
- Mobil Bis/Barang Rp. 25.000,-

t v p , —' . \ J v lJ ... 

Rp 5 000 •• 
Rp. 5.000,-

Rp. 5.000,-
Rp. 3.000. 

Rp. 5.000, 

Rp 5 000,-
Rp. 7.500.-
Rp 10.000.-
Rp 15.000.-
Rp. 5.000,-
Rp 25.000.-
Rp. 20.000,-
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B A B V I I 

WI L A Y A H P E M U N G U T A N 

Pasal9 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor dibenkan. 

B A B VITI 

S A A T R E T R I B U S I T E R U T A N G 

Pasal 10 

Saat retribusi terutang adatah pada saat ditetapkannya SKRD atau 
dokutnen Sain yang dtpersamakan 

B A B I X 

S U R A T PEN D A F T A R A N 

Pasal11 

( ! ) Wajib retnbusi wajib mengisi SPdORD ; 
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dnsi dengan 

jeias. benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau 
kuasanya . 

(3) Bentuk, ist, serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 12 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi 
pengguna pengujian kendaraan bermotor. 
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R V B X 

P E N E T A P A N R E T R I B U S I 

Pasal13 

( ! ) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud daiam Pasa! ! 1 ayat (I s 

ditetapkan retibusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen 
lain yang di persamakan ; 

(2) Bentuk, isi. dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang 
dtpersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Bupati 

B A B XI 

T A T A C A R A P E M U N G U T A N 

Pasal 14 
(1) Pemungutan retnbusi tidak dapat diborongkan ; 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan 

B A B X I I 

SANKSI A D M IN ISTRAS1 

Pasal 15 

Dal am hai wajib retnbusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan denda sebesar 100% setiap masa uji 
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
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B A B XT11 

T A T A C A R A P E M B A Y A R A N 

Pasal 16 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ; 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

ban sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lam yang 
dipersamakan; 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retnbusi 
ditetapkan oleh Rupati 

B A B XIV 

T A T A C A R A P E N A G I H A N 

Pasal 17 

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) 
han sejak saat jatuh tempo pembayaran ; 

(2) Dal am jangka wakiu 7 i tujuh) han setelah tanggal surat teguran atau 
surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib 
retribusi harus melunasi retnbusi yang terutang ; 

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lam yang sejenis sebagai 
mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupaii atau Pejabat 
yang diiunjuk. 
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B A B X V 

P E N C E RAN C A N , K E R I N G A N A N DAN 
P E M B E B A S A N R E T R I B E S I 

Pass! 18 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kennganan dan pembebasan 
retribusi ; 

(2) Pengurangan dan pctnbenan kennganan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan 
kemampuan wajib retribusi; 

(3) Tata eara pengurangan, kennganan dan pembebasan retribusi 
ditetapkan oleh Bupati. 

B A B X V I 

K E T E N T E A N Pi D AN A 

Pasal 19 

(1) Wajib Retribusi yang tidak meiaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
pelanggaran 
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B A B X V I I 

P E N Y 1 D 1 K A N 

Pasa! 20 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di iingkungan pemenntah daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk meJakukan 
penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retnbusi, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang l lukum Acara Pidana 
yang berlaku , 

(2) Wewenang Peny idik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan 
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas ; 

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan lentang kebenaran perbuatan yang ditakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

c. Meminta keterangan dan bahan buku dan orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan 
Retribusi: 

d. Memenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buku 
pembukuan, peneatatan, dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan 
Retribusi: 
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u Menyuruh berhenti dan atau meSarang seseorang meninggalkun 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada hurufe , 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Perpajakan Daerah dan Retribusi; 

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau sakss; 

I Menghenti kan penyidi kan ; 
k. Melakukan tindakan lam yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retnbusi menuiut 
hukum yang bertanggung jawab 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (!) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi! penyidikannya 
kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan kelentuan \ang diatur dalam 
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku 

B A B W i l l 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasal 21 

Dengan berlakunya Pcraturan Daerah mi ketentuan yang telah ada yang 
mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 22 

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
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Pasal 23 

Pcraturan daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Ciamis. 

Disahkan di Ciamis 
pada tanggal 8 - 6 - 2001 

BUPATI C I A M I S 

Cap / ttd. 

H . O M A S ASM IT A S, SH. MSi. 

Diundangkan di Ciamis 
pada tanggal 9 - 6 - 2 0 0 1 

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N 
C I A M I S 

Cap / ttd. 

Drs. H . 1RMAND B K U S U M A H , S H . MS, M M 

L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N C I A M I S 
T AHUN 2001 N O M O R 2 S E R I B 
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P E N J E L A S A N 

A T A S 

P E R A T I RAN D A E R A H K A B U P A T E N C I A M I S 

N O M O R 7 TAHUN 2001 

T E N T A N G 

R E T R I B U S I P E N G U J I A N K E N D A R A A N B E R M O T O R 

1. P E N J E L A S A N I M l M 

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemenntah Nomor 20 
Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pclaksanaan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997. tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

Bahwa untuk memberikan jam man teknis kendaraan bermotor 
terhadap keselamatan orang dan atau barang, kelestarian lingkungan 
serta ketertiban dan kelancaran lalu-linlas jalan, telah ditetapkan 
Peraturaan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2001, tentang 
Penyelenggaraan Lalu-Lmtas dan Angkutan Jalan yang didalamnya 
mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur 
dengan Peraturan Daerah. 
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I I . P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L 

Pasal 1 

Pasal ini menjelaskan beberapa istiiah yang dipergunakan 
dalam Peraturan Daerah mi , dengan maksud agar terdapat 
pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam 
penafsiran dapat dihindarkan 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 
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Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

n l i -» 
r a s a i i J 

Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasa! 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 
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Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas 


